
TTANDAR OPERASIONAL PROIEDUR (tOP) BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR:

l. Surot Tugqs Belqjor
2. Penerbitqn Surqt Perintoh Tugos;

3. Surot liin Beloion
4. Kegiston Pendidhqn don Lqtihon Kepemimpinon Tinghot lV;

5. Kegiston Pendidihqn don Lotihon Kepemimpinon Tinghot lll;
6. Kegiqton Pendidihon don Pelotihon Tehnis;

7. Kegiqtqn Dihlot Tehnis Non Progrcrn;
8. Kegiqton Dihlot Tehnis Fungsionol don Non Progrqm;
9. Kegiqton Dihlot Prqiobotory
lo. Kegiqton Dihlot Fungsionol.



PEi'ERINTAH KABUPATEN SUi'ENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGE]IIBANGAN SUilBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP : 800lsoP. | ,fi5.203.5r2019

Tanggal Pembuatan 1l Agustus 2017

Tanggal Revisi 2 Agustus2019

Tanggal Pengesahan 2 Agustus2019

Disahkan oleh

DAYA

A

Muda
c\u 198809 1 001

Nama SOP SURATTUGAS BELAJAR

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaa dan Reformasi Birokasi Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pemberian Tugas Belajar dan ljin Belajar

3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Pemberian ljin Belaja dan Tugas Belajar serta
Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian ljazah Bagi Pegawai l',legeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumenep

1. Mengetahui mekanisme proses penerbitan surat Tugas belajar

1. Lembar kaja/Rencana Kerja dan Angganan

2. Referensi Peraturan Kepegaraian
3. Komputer/Printer

4, AlatTulis Kantor (ATK)

)

U

Peringatan



FLOW CHART SURAT IJIN BELAJAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP

Permohonan Surat
ljin Belajar

1. Surat Pengantar dari
OPD yang ditujukan
kepada Bupati oq.

Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan

Sumber Daya
Manusia Kabupaten
Sumenep;

2, Surat Rekomendasi
atau persetujuan dari
Pimpinan OPD
dimana Pegawai
Negeri Sipil tersebut
melaksanakan tugas;

3. Surat Keterangan
telah lulus seleksi dari
lembaga pendidikan

dimana PNS

dimaksud akan
mengikuti pendidikan;

4. Surat Pemyataan dari
yang bersangkutan

bermaterai;
5. Foto copy Surat

Keputusan Pangkat
terakhir yang telah
dilegalisk oleh Pejabat
yang berwenang;

6. Foto mpy Surat
Keputusan

Pengangkatan PNS
yang telah dilegalisk
oleh Pejabat yang

berwenang;

7. Foto copy Surat
Keputusan
Pengangkatan CPNS

3 Menit Berkas layanan

kepegawaian

Pemohon mengajukan permohonan

pendaftaran Surat Tugas Belajar dan
Surat Keterangan Belajar yang
disampaikan melalui Petugas Pelayanan
dengan mengisi Formulir Permohonan

Surat Tugas Belajar dan Surat
Keterangan Belajar. Persyaratan yang
harus dipenuhi pelanggan mengacu pada
Checklist Berkas Surat Tugas Belajar dan
Surat Keterangan Belajar

MUTU BAKU

KEPALA

BKPSDM

PENGAD

AAN,
PEMBER

HENTIAN

DAN
INFORMA

BIDANG

PENILAIAN
KINERJA

APARATUR

DAN
PENGHARG

AAN

BIDANG

PENGEMBANG
AN APARATUR

BKD

REGION
AUBKNI

OPD.

PEMOH

ON

OUTPUT

1



oleh Pejdat yang

bervrenang;
8. Foto copy ljazah

terakhh yang telah

dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;

9. Foto mpy Sasaran

Kerja Pegawai (SKP)

2 (dua) tahun terakhir
yang telah dilegalisir
oleh Pejdat yang

bervYenang;

10. Dafiar Riwayat Hidup;
'l 1. Surat Keterangan

Sehat dari Dokter

Pemerintah,

12. Surat Keterangan dari

Lembaga Pendidikan

dimana Pegawai

Negeri Sipil yang

bersangkutan akan

mergikuti pendidikan;

13, Jadwal kuliah dari

lembaga pendidikan;

14. Foto copy BAN PT
dari Lembaga
Pendidikan tempat
akan belajar/kuliah

minimalAkreditasi B

II

- Berkas layanan

kepegawaian

5 menit Berkas

terverikasi dan
tervalidasi

Pengecekan kelengkapan berkas

dilakukan oleh Petugas Pelayanan

dengan menggunakan Form Checklist

Berkas Surat Tugas Belajar dan Surat

Keterangan Belajar. Jika berkas lengkap,
permohonan akan diproses lebih lanjut.
Sebaliknya, jika berkas tidak lengkap

maka akan dikembalikan kepada
pemohon.

2 Menerima , Verifikasi dan

Validasi berkas pemohon

layanan,
\I 7I

3 Menit Berkas

Layanan

terverifikasi dan

tervalidasi

- Buku Sunat masuk

- Lembar disposisi
- Be*aslayanan

kepegawaian

3 Verifikasi, mencatat surat

masuk, dan menyerahkan ke

Kepala BKPSDM
I

T
- Be*aslayanan

kepegawaian

3 menit Disposisi

Kepala
BKPSDM

4 Disposisi KepalaBKPSDM Yt
I



(
Sekretaris BKPSDM + - Berkas layanan

kepegawaian

3 menit Disposisi

Sekretaris

BKPSDM

q
Distribusi ke

!I 7I
- Berkas layanan

kepegawaian
- Hasildisposisi Kepala

BKPSDM dan
Sekretaris BKPSDM

2 menit Berkas dapat

diproses

1. Berkas yang lengkap akan dicatat oleh

Agendaris Bidang di Buku Register
Surat Masuk Bidang. Kemudian

diteruskan ke Sub Bidang

Pengembangan Kompetensi.

2, Pembuatan draft dilakukan oleh Staf
Sub Bidang Pengembangan

Kompetensi dengan memasukkan data
pelanggan ke dalam program komputer

penyelesaian - Berkas layanan

kepegawaian
- Hasildisposisi Kepala

BKPSDM dan
Sekretarb BKPSDM

30 menit Berkas layanan

diproses

1, Staf Sub Bidang Pengembangan

Kompetensi memberikan Draft Surat
Tugas Belajar dan Surat Keterangan

Belajar kepada Kasub Bidang

Pengembangan Kompetensi untuk
diperiksa dan disetujui, Jika ada

koreksi, maka akan dikembalikan

kepada Staf Sub Bidang
Pengembangan Kompetensi untuk
diperbaiki

2, Draft Surat Tugas Belajar dan Surat
Keterangan Belajar yang telah dibuat,

akan dipedksa/koreksi kembali oleh
Kepala Bidang Pengembangan

Apanatur, Jika ada koreksi, maka akan

dikembalikan kepada Kasub Bidang

Pengembangan Kompetensi guna

dilakukan perbaikan

3,Pemeriksaan selanjutnya dilakukan

oleh Kepala BKPSDM. Perselujuan

Kepala Badan terhadap draft Surat
Tugas Belajar dan Surat Keterangan

Belajar ditandai dengan
penandatanganan Surat Pengantar
atau pemberian paraf pda Draft Surat
Tugas Belajar dan Surat Keterangan

Belajar, Jika da koreksi, akan
dikembalikan kepada Kepala Bidang

Pengembangan Aparatur untuk
dilakukan perbaikan.

7 Produk layanan yang butuh
penyelasaian Bupati atau
Sekretaris Daerah t - Berkas layanan

kepegawaian
- Hasildisposisi Kepala

BKPP
- SuratPengantar

Kepala BKPSDM

kondision

al

Produk yang

telah disetului

oleh Kepala

BKPSDM,

Sekretaris

BKPSDM,

r' Setelah mendapat persetujuan Kepala

BKPSDM, Bidang Pengembangan

Aparatur draft Surat Tugas Belajar dan
Surat Keterangan Belajar ke

Bupati/Sekretaris Daerah rnelalui

Ajudan untuk diperiksa dan disetujui

L*



Kepala bilang
Pengembangan

Aparatur dan
KasubkJ

Pengembangan
Kompetensi.

oleh Bupati/Sekretaris Daerah. Jika
disetujui, ditandai dengan pemberian

tanda tangan di kolom tanda tangan
pada Surat Tugas Belajar dan Surat
Keterangan Belajar oleh
Bupati/Sekretaris Daerah. Kemudian,
dilanjutkan dengan pemberian stempel
pada Surat Tugas Belajar dan Surat
Keterangan Belajar yang telah tertanda
tangan Bupati/Sekretaris Daerah. Jika
ada korcksi, maka akan dikembalikan
kepada BKPSDM Kab. Sumenep untuk
dilakukan perbaikan. Penebitan Surat
Tugas Belajar pada Program
Pendidikan 52 dan 53 ditandatangani
oleh Bupati. Sedangkan penerbitan
Surat Keterangan Belajar untuk semua
jenjang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah

8 Penyerahan hasil Produk ke

Bidang II
- Berkas layanan

kepegawaian
- Hasildisposisi

Berwenang

kondision

al
Produk yang

disahkan oleh

bervrcnang

r' Seblah disetujui dan ditandatangani
oleh Bupati/Sekretaris Daerah, maka
selanjutnya dilakukan pemberian
nomor surat oleh Staf Sub Bidang
Pengembangan Kompetensi.
Penornoran surat berdasarkan urutan
penerbitan surat sesuai dengan
pencatatan yang tertera pada Buku
Register Surat ljin Belajar dan Surat
Keterangan Belajar

9 uk Layanan
ke Pemohon

- Produk Layanan 5 menit Layanan

kepegawaian

diselesaikan

r' Staf Sub Bidang Pengembangan
Kompetensi mencatat Surat Tugas
Belajar dan Surat Keterangan Belajar
yang telah terbit dalam Buku Register
Surat Tugas Belajar dan Surat
Keterangan Belajar. Selanjutnya, Surat
Tugas Belajar dan Surat Keterangan
Belajar tersebut diserahkan kepada
pemohon. Copy Surat Tugas Belajar
dan Surat Keterangan Belajar
diserahkan ke Bagian Pengadaan,
Pemberhentian dan lnformasi untuk
diarsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 800,s0P. 2,43s.203.5r20r9

Tanggal Pembuatan 11 Agustus 2017

Tanggal Revisi z Agustus 2019

Tanggal Pengesahan 2 Agustus2019

Disahkan oleh DAN
DAYA

l.rj
13p --'l: , -

n i r, "

() lJ Muda
198809 I 001

Nama SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS

1. Peraturan Menteri Keuangan

Negara, Pegawai Negeri, dan

Nomor 1 1 3/PM K.ASI201 2 tentan g Perjalanan Dinas Datam Negui bagi Pejabat
Pegawai Tidak Tetap.

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaaan nomor PER - 22lPBl2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap.

1. Mengetahui mekanisme proses penerbitan surat perintah tugas

1. Lembar kaja/Rencana Kerja dan Anggaan
2. Referensi Peraturan Kepegaraian
3. Komputer/Printer

4. AlatTulis Kantor (ATK)

\

Hukum

Keterkaitan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan



FLOW CHART PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP

1. Surat Pengantar dari

OPD yang ditujukan

kepada Bupati cq.

Kepala BKPSDM

Kabupaten Surnenep;

2. Surat disposisi dan
persetujuan dari Yth.

Bapak Bupati

Surnenep:

3 Menit Berkas layanan

kepegawaian
1 Mengajukan Permohonan Surat

Perintah Tugas -n

- Berkas layanan

kepegawaian

5 menit Berkas
terverikasi dan

tervalidasi

2 Menerima, Verifikasi dan

Validasi berkas pemohon

layanan. f
3 Menit Berkas

Layanan
terverifikasi dan

tervalidasi

2 Verifi kasi, mencatat surat

masuk, dan menyerahkan ke

Kepala BKPSDM
I?

Buku Surat masuk

Lembar disposisi

Berkas layanan

kepegawaian

- Berkas layanan
kepegawaian

3 menit Disposisi

Kepala

BKPSDM

4 Disposisi Kepala BKPSDM Vo
I

3 menit Disposisi

Sekretaris
BKPSDMLI -l

- Berkas layanan

kepegawaian

E Disposisi Sekretaris BKPSDM

2 menit Berkas dapat
dipnoses

! /
- Berkas layanan

kepegawaian
- Hasil disposisi Kepala

BKPSDM dan

Sekretaris BKPSDM

E Distribusike Bidang

penerbitan Surat Perintah Tugas yang

disampaikan melalui Petugas Pelayanan
yang harus dipenuhi pemohon

1 yang

Agendaris Bldang di Buku Register

Surat Masuk Bidang, Kemudian

diteruskan ke Sub Bkiang Diklat

Teknis Fungsional.
2. Pembuatan draft dilakukan oleh Staf

Sub Birlang Diklat Teknis Fungsional

dengan memasukkan data pelanggan

ke dalam

MUTU BAKUPELAKSANA

BUPATI/
BKD

REGION

AUBKTU
OPD.

SKPD

PEMOH

ON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
NO KEGIATAN KEPALA

BKPSDM

SEKRET

ARIS
BIDANG

PPI

BIDANG

MUTASI

DAN

PROMO
SI

BIDANG

PKAP

BIDANG
PENGEMBANG

AN APARATUR

KETERANGAN



- Berkas layanan
kepegawaian

- Hasil diEosisi Kepala

BKPSDM dan
Sekretaris BKPSDM

30 menit Berkas layanan
diproses

Proses penyelesaian Bidang
tI

Produk yang

telah disetujui

oleh Kepala

BKPSDM,

Sekretaris

BKPSDM,

Kepala bidang

PKSDM dan

KasubiJ

Kompetensi
Teknis
Fungsional.

7 Produk layanan yang butuh
penyelasaian Bupati atau

Sekretaris Daerah
t*o Berkas layanan

kepegawaian

Hasil disposisi Kepala

BKPP

Surat Pengantar

Kepala BKPSDM

kondision
al

8 Penyerahan hasil Produk ke

Bidang 7t
Berkas layanan

kepegawaian

Hasil disposisi
Berwenang

kondision

al

Produk yang

disahkan oleh
berwenang

1. Staf Sub Bidang Diklat Teknis
Fungsional memberikan Draft

Permohonan SPT kepada Kasub
Bidang Diklat Teknis Fungsional untuk

diperiksa dan disetujui. Jika ada

koreksi, maka akan dikembalikan
kepada Staf Sub Bidang Diklat Teknis

Fungsional untuk diperbaiki

2. Draft penerbitan SPT yang telah
dibuat, akan diperiksaftoreksi kembali

oleh Kepala Bkiang Pengembangan
Aparatur. Jika ada koreksi, maka akan

dikembalikan kepada Kasub Bidang

Diklat Teknis Fungsional guna

dilakukan perbaikan

3.Perneriksaan selanjutnya dilakukan
oleh Kepala BKPSDM. Persetujuan

Kepala Badan terhadap drafl
penerbitan SPT ditaMai dengan
penandatanganan Surat Pengantar
atau pemberian paraf pada Dnaft Surat

Perintah Tugas. Jika ada koreksi, akan

dikembalikan kepada Kepala Bidang

Pengembangan Aparatur untuk

dilakukan perbaikan.

r' Setelah mendapat persetujuan Kepala

BKPSDM, Bidang Pengembangan

Apanatur menyediakan draft SPT ke

Bupati/Sekretaris Daerah melalui

Ajudan untuk diperiksa dan disetujui

oleh Bupati/Sekretaris Daerah. Jika

disetujui, ditandai dengan pemberian

tanda tangan di kolom tanda tangan
pada SPT oleh Bupati/Sekretaris

Daerah. Kemudian, dilanjutkan dengan
pemberian stempel pada SPT yang

telah tertanda tangan Bupati/Sekretaris

Daerah. Jika ada koreksi, maka akan

dikembalikan kepada BKPSDM Kab.

Sumerep untuk dilakukan perbaikan.

Penerbitan SPT

oleh Bupati/Sekretaris Daerah, maka

selanjutnya dilakukan pemberian

nomor surat oleh Staf Sub Bidang

Diklat Teknis Fungsional. Penomoran

surat berdasarkan urutan penerbitan

surat sesuai dengan pencatatan yarq
tertera pada Buku Register SPT

o



o Penyerahan Produk Layanan
ke Pemohon

'I
- Produk Layanan 5 menit Layanan

kepegawaian

diselesaikan

/ Staf Sub Bidang Diklat Teknis

Fungsional mencatat SPT yang telah

terbit dalam Buku Register SPT.

Selanjutnya SPT tersebut diserahkan

kepada pemohon.

L-
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Tanggal Pembuatan 11 Agustus 2017

TanggalRevisi z Agustus20lg

Tanggal Pengesahan 2 Agustus2019

Disahkan oleh
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Muda

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nama SOP SURATIJIN BELAJAR

1 Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Regawai Negeri sipil
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pemberian Tugas Belajar dan tjin Belajar

4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemberian ljin Belajar dan Tugas Belajar serta
Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian ljazah Bagi Pegawai ttegeri Sipit fu tingfun-gan pernerintah
Kabupaten Sumenep

1. Mengetahui mekanisne proses penerbitan surat ijin belajar
2. KualifikasipelaksanapendidikanS-1
3. Kualifikasi pelaksana pendidikan S-2

1. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2, Referensi Peraturan Kepegawaian

3. Komputer/Printer

4, Alat Tulis Kantor (ATK)

)

dan



FLOWCHART SURAT IJ]N BELAJAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUIIiENEP

1 Mengajukan Permohonan
Surat ljin Belajar

5 Menit Berkas layanan

kepegawaian

Pemohon mengajukan permohonan
pendaftaran Surat ljin Belajar dan Surat
Keterangan Belajar yang disampaikan
melalui Petugas Pelayanan dengan
mengisi Formulir Permohonan Surat ljin

Belajar dan Surat Keterangan Belajar.

Persyaratan yang harus dipenuhi
pelanggan mengacu pda Checklist
Berkas Surat ljin Belajar dan Surat
Keterangan Belajar.

.I
1. Surat Pengantar dari

OPD yang ditujukan

kepada Bupati cq.

Kepala Badan

Kepegawaian dan

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten

Sumenep;
2. Sural Rekomendasi

atau persetujuan dari
Pimpinan OPD
dimana Pegawai

Negeri Sipil tersebut
melaksanakan tugas;

3, Surat Pemyataan dari
yang bersangkutan
bermaterai;

4, Foto copy Surat

Keputusan Pangkat

terakhir yang telah

dilegalisir oleh Pejabat
yang berwenang;

5, Foto copy Surat
Keputusan
Pengangkatan PNS
yang telah dilegalisir
oleh Pejabat yang
bemenang;

6. Foto mpy Surat
Keputusan
Pengangkatan CPNS
yang telah dilegalisir
oleh Peiabat yang

bemenang;
7. Foto copy ljazah

terakhh yang telah

dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;

NO KEGIATAiI

PELAKSANA !,UTU BAKU

KEPAIA
BKPSDM

SEKRET
ARIS

BIDANG

PENGADAA

N,

PEMBERHE

NTIAN DAN
INFORMASI

BIDANG

MUTASI

DAN
PROMO

SI

BIDANG

PENILAIAN

KINERJA

APARATUR

DAN

PENGHARG
AAN

BIDANG

PENGEMBA
NGAN

APARATUR

BUPATU

BKD

REGIONA

UBKN/OP

D.

SKPD
PEMOHO

N

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT



8. Foto copy Sasaran

Kerja Pegami (SKP)

1 (satu) tahun terakhir
yang telah dilegalisir

oleh Pejabat yang

benrrenang;

9. Surat Keterangan dari

Lembaga Pendidikan

dimana Pegawai

Negpri Sipl yang

bensangkutan akan

mengikuti perdidikanl

10. Jadwal kuliah dari

lembaga pendidikan;

11. Foto mpy BAN PT

dari Lembaga
Pendidikan tempat

akan bel{a/kuliah
minimal Akreditasi B

2 Menerima, Verifikasi dan
Validasi berftas pemohon

layanan,

- Berkas layanan

kepegawaian

5 menit Berkas

terverikasi dan

tervalidasi

Pengeoekan kelengkapan berkas
dilakukan oleh Petugas Pelayanan

dengan menggunakan Form Checklist
Berkas Surat ljin Belajar dan Surat
Keterangan Belajar, Jika berkas lengkap,

permohonan akan diproses lebih lanjut.

Sebaliknya, jika berkas tklak lengkap
maka akan dikembalikan kepada

Pomohon.

3 Verifikasi, mencatat surat
masuk, dan menyerahkan
ke Kepala BKPSDM

+

?
- Buku Surat masuk
- Lembardisposbi
- Berkas layanan

kepegawaian

3 Menit Berkas

Layanan
terverifikasi dan

tervalidasi

4 Disposisi Kepala BKPSDM I

O
I

- Berkas layanan

kepegawaian

3 menit Disposisi

Kepala

BKPSDM

E Disposisi Sekretaris

BKPSDM

fi -l
- Berkas layanan

kepegawaian

3 menit Disposisi

Sekretaris

BKPSDM

5 Distribusike Bidang
7

T
I

)

't
Berkas layanan

kepegawaian

Hasil disposisi Kepala

BKPSDM dan

Sekretaris BKPSDM

2 menit Bertas dapat
diproses

1. Berkas yang lengkap akan dioatat oleh

Agendaris Bidang di Buku Register
Surat Masuk Bidang. Kemudian

diteruskan ke Sub Bidang

Pengembangan Kompetensi.

2, Pembuatan drafi dilakukan oleh Staf

Sub Bidang Pengembangan

Kompetensi dengan memasukkan data
pelanggan ke dalam program komputer

t )



I
I

b Proses penyelesaian Bidang
,l I

- Berkas layanan

kepegawaian
- HasildiEosisiKepala

BKPSDM dan

Sekretaris BXPSDM

30 menit Berkas layanan

diproses

'1. Staf Sub Bidang Pengembangan

Kompetensi memberikan Draft Surat
ljin Belajar dan Surat Keterangan

Belajar kepada Kasub Bidang

Pengembangan Kompetensi untuk

diperiksa dan disetujul. Jika ada

koreksi, maka akan dikembalikan

kepada Staf Sub Bidang

Pengembangan Kompetensi untuk

diperbaiki.

2, Draft Surat ljin Belajar dan Surat
Keterangan Belajar yang telah dibuat,

akan diperiksdkoreksi kembali oleh

Kepala Bidang Pengembangan

Aparatur. Jika ada koreksi, maka akan

dikembalikan kepada Kasub Bidang

Pergembangan Kompetensi guna

dilakukan perbaikan,

3,Pemeriksaan selanjutnya dilakukan

oleh Kepala BKPSDM. Persetujuan

Kepala Badan terhadap drafl Surat ljin
Belajar dan Surat Ketenangan Belajar

ditandai dergan penandatarBanan

Surat Pengantar atau pemberian paraf
pada Draft Surat ljin Belajar dan Surat

Keterangan Belajar, Jika ada koreksi,

akan dikembalikan kepada Kepala

Bidang Pengembangan Aparaturl

untuk dilakukan perbaikan.

7 Produk layanan yang butuh
penyelasaian Bupati atau

Sekretaris Daerah I
- Berkas layanan

kepegawaian
- Hasil disposisi Kepala

BKPP

- SuratPengantar
Kepala BKPSDM

kondision

al

Produk yang

telah disetujui

oleh Kepala

BKPSDM,

Sekretaris
BKPSDM,

Kepala bilang
Pengembangan

Aparatur dan
Kasubirl

Pengembangan

Kompetensi.

r' Setelah mendapat persetujuan Kepala

BKPSDM, Bidang Pengembarpan
Aparatur menyediakan drafi Surat ljin
Belajar dan Surat Keterangan Belajar

ke BupatilSekretaris Daerah melalui

Ajudan untuk diperiksa dan disetujui

oleh Bupati/Sekretaris Daerah, Jika

disetujui, ditandai dengan pemberian

tanda tangan di kolom tarda targan
pada Surat ljin Belajar dan Surat

Keterangan Belajar oleh

Bupati/Sekretaris Daerah. Kemudian,

dilanjutkan dengan pemberian stempel
pada Surat ljin Belajar dan Surat

Keterangan Belajar yang telah tertanda

tangan Bupati/Sekretaris Daerah. Jika

ada koreksi, maka akan dikembalikan

t_



I)

kepada BKPSDM Kab. Sumenep untuk

dilakukan perbaikan. Penebitan Surat
ljin Belajar pada Program Pendidikan

Diploma dan 51 ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah, dan Program

Pendidikan 52 dan 53 ditandatangani
oleh Bupati. Sedangkan penerbitan

Surat Keterangan Belajar untuk semua
jenjang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah.

8 Penyerahan hasil Produk ke

Bidang
II 7I

- Be*as layanan

kepegawaian
- Hasildisposisi

Benivenang

kondision

al

Produk yang

disahkan oleh

bervrenang

/ Setelah disetujui dan ditandatangani
oleh Bupati/Sekretaris Daerah, maka

selanjutnya dilakukan pemberian

nomor surat oleh Staf Sub Bidang

Pengembangan Kompetensi.
Penonroran surat berdasarkan urutan
penerbitan surat sesuai dengan
penoatatan yang tertera pada Buku

Register Surat ljin Belajar dan Surat

Keterangan Belajar

I Penyerahan Produk
Layanan ke Pemohon I

F
- Produk Layanan 5 menit Layanan

kepegawaian

diselesaikan

r' Staf Sub Bklang Pengembangan

Kompetensi mencatat Surat ljin Belajar
dan Surat Keterangan Belajar yang

telah terbit dalam Buku Register Surat

llin Belajar dan Surat Keterangan

Belajar. Selanjutnya, Surat ljin Belajar
dan Surat Keterangan Belajar tersebut
diserahkan kepada pemohon. Copy

Surat ljin Belajar dan Surat Keterangan

Belajar diserahkan ke Bagian

Pengadaan, Pemberhentian dan

lnformasi untuk diarsip.
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUIIBER DAYA MANUSTA

Nama SOP
KEGIATA}I PENDIDIKAN DAil LATIHAiI KEPEI'IMPII{A1{
III{GKATIV

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Perduran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Lembaga Adminisfasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat lV

1.

2.

3.

s2
S1

Dllr

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. AlatTulis Kantor (ATK)

Z

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan PeralatanlPerlengkapan

Puingatan Pencatatan dan Pendataan



FLOW CHART KEGIATAN PENDIDIKAI{ DAN LATIHAN KEPEMIMPINAN NNGTAT U
BADAil KEPEGAWAIAN DAN PEilGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA ITANUSIA KABUPATEN SUMENEP

I
- Surat dari Bandiklat

Prov, Jatim

1 Hari Surat Sub Bldang Diklat

Penpnjangan dan Sefffikasi
berkoordinasi dengan

Sekretariat untuk membuat
pengusulan SK Tim Diklat PIM
lV kepadaBupati, yang

sebelumnya diajukan kepada
Kepala Badan

,l
Perizinan penyelenggaraan

Diklatpim lV dari BKPSDM
kepada Bupati Sumenep.

Permohonan lijn
Penyelenggaraan KepdaYth.
Bupati Sumenep.

- Surat dari Bandiklat

Prov, Jatim
- Nota Dinas

'l Hari DisposisiBapak
Bupati

2

1 HariMelakukan koordinasi awd
terkait pelaksanaan dan
penentuan jadual kegiatan

Diklatpim lV pola kemitraan

bersama Bandiklat Provinsi

Jawa Timur

-1 - Surat PerintahTugas Berkasterverika
sidantervalklasi

3

- Data pejabatEgelon lV
- Data Pejabat Esebn lV

yang belum ikut

Diklatpim lV

3 Hari SuratPemanggil

ankepadacalon
peserta

Pemilahan data calon peserta

diklat berdasarkan pada

pengebmpokan TMT
(tediddari :Eselon, Masa

Kerja Eselon, Pangkat, Usia,

Pendidikan,

Pendataan calon peserta Diklat

__l
4

- Surat Perintah Tugas
- Data Pejabat Eselon lV

yang belum ikut

Diklatpim lV

1 Had Berkasterverika

sidantervalidasi

R Melakukan koordinasi terkait
pelaksanaan Diklat secara

teknis dan pemantapan Jadual

kegiatan

Nota Dinas

Disposisiyang
bervtenang

1 Hari KonsepSuratMenyiapkan administrasi surat

menyurat pelaksanaan kegiatan

Diklatpim lV

6

-1 - Surat Pemanggilan 1 Hari SuratPanggilan Setelah daftar nama calon
peserta disetujui oleh Bupati
maka dilakukan pemanggilan

calon peserta Diklapim
olehSekretaris Daerah yang

ditujukan kepada Kepala

OPD oalon peserta diklat
terkait

'7
Melakukan Pemanggilan Calon

Peserta

MU'PELAKSAI{A

NO KEGIATAN KEPALA
BKPSDM

SEKRETARI

AT

BIDAI\G
PENCCDAAI,I.
PEI,IBERHEN

TIAN DAN
INFORMASI

BIDANG
PENILAIAN
KINERJA

APARATUR DAN
PENGHARGAAN

BIOANG
MIITASI

DA}.I

PROiiO
st

BIDAI.IG
PENGEMB

ANGAJ.I

APARATUR

BUPATI BANDIXI.AT
PROV.
JATIM

OPD

PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KETERANGAN



- Berkas terverikasi kondisional Be*as
terverikasidan
tervalidasi

8 Menerima usulan oalon peserta

dan mengecek kelengkapan
berkas dar ipemohon

-V
I t

l-t
- Asrama
- Kdas
- Ada
- RuangMakan

2Hari DisposisiKepala
BKPP

Menyiapkan Sarana dan
Prasarana Diklat

Bekas
terverikasi dan

tervalklasi

Jumlah PNS yang akan

mengikutiDiklat PIM lV

setiap tahunnya disesuaikan

dengan plafun jumlah peserta

dari Badan Pendidikan dan

Pelatihan ProvinsiJawaTimur,
yaitu maksimal 1 angkatan

adalah ,10 orang

10
+ - TandaTerimaPeserta

- BukuPanduan

1 HariMenerima Calon peserta dan

memberikan briefi ng kepada

Calon peserta tentarq
pelaksanaan Dikla$im lV

- Ruang Aula 1 Hari Tempatacarape
mbukaan

11 Melakukan persiapan
pelaksanaan acara pembukaan

Diklatpim lV

+

1 Hari12 Pembukaan Diklalpim lV

l--*
- Ruang Aula

92 Hari Terbagimenjadi
5 Tahapan (Out

& ln Class)dan
penanggung
jawab bidang
Akademik

adalah Badan

Diklat Provinsi
JawaTimur

Seoara garis besar, jadwal

Diklat PIM lV adalah sebagai

berikut :Pembukaan,

Pemberian Materi,

Pelaksanaan Ujian, Rapat

Evaluasi Pelulusan.

Penilaian [ileliputi Sikap

Perilaku 45 % dan Aspek
Akademis 55 %.I

- Kdas
- Buku Panduan

13 Pelaksanaan Diklatpim lV

selama 12 Hari yang terbagi

menjadi 5 Tahapan (Out & ln

Class) dan penanggung jawab

bidang Akademik adalah Badan

Diklat Provinsi Jawa Timur

- Surat PerintahTugas
- Nota Dinas
- Nilai Peserta Diklat

1 Hari Hasil Kelulusan

Diklatpim lV
Pada saat dilaksanakan rapat
penutupan, telah ada hasil
penilaian (Sosiogram).

Sosiogram dibuat oleh Badan

Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur untuk

diserahkan kepada Bupati

sebaqai bahan pertimbangan.

14 Melakukan rapat kelulusan

bersama Badan Diklat Pmvinsi

Jawa Timur

+

- Ruang Aula 1 Hari Sarana dan

Prasarana

Diklat

't5 Mempersiapkan acara

Penutupan Diklatpim lV



16 Penutupan acara Diklatpim lV
(Pelulusan)

- Ruang Aula 1 Hari Evaluasi

IV

kegiatan

Diklatpim

17 Menyerahkan Sertifikat Kepada
peserta

- SertifikaU
Diklapim

ljazah
IV

1 Hari Sertifikat STTPL ditandatangani oleh
Kepala LAN dan Gubemur
langsung diserahkan kepada
peserta pada saat
penutupan Diklat



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri sipil3, Peraturan Kepala Lembaga Adminisfasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat lll
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Nama SOP
KEGIATAN PEI{DIDIKAI{ DAl{ I.AIIHAI{ KEPEIIIiIPINAN
NNGKATIII

1.

2.

3.

S2
S1

Dilt

'1, Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaan
2. Referensi Peraturan Kepegarrraian

3. Komputer/Printer

4, AlatTulis Kantor (ATK)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan

Pencatatan



FLOW CHART KEGIATAI{ PENDIDIKAN DAN LANHAN KEPEMIMPII.IAN TINGKAT III

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETEIISISUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUME}IEP

1 Perizinan penyelenggaraan

Diklatpim lll dari BKPSDM
kepada Bupati Sumenep.

- Surat dari Bandiklat
Prov. Jatim

1 Hari Surat Sub Bkjang Diklat

Penjenjangan dan Sertifi kasi

berkoordinasi dengan

Sekretariat untuk membuat
pengusulan SK Tim Diklat PIM

lll kepadaBupati, yang

sebelumnya diajukan kepada

Kepala Badan
2 Permohonan lijn

Penyelenggaraan KepadaYth.
Bupati Sumenep.

- Surat dari Bandiklat
Prov, Jatim

- Nota Dinas

t hari DisposisiBapak

Bupati

3 Melakukan koordinasi awal
terkait pelaksanaan dan
penentuan jadual kegiatan
Diklatpim lll pola kemitraan
bersama Bandiklat Provinsi
Jawa Timur

Berkasterverika

sidantervalidasi

I -f - Surat PerintahTugas 1 Hari

4 Pendataan calon peserta Diklat 3 Hari SuratPemanggil

ankepadacalon
peserta

Pemilahan data calon peserta

diklat berdasarkan pada

pengelompokan TMT (terdiri

dari :Eselon, Masa Kerja

Eselon, Pangkat, Usia,

Pendidikan.

__l
Data Pejabat Eselon lll
Data Pejabat Eselon lll
yang belum ikut

Diklatpim lll

5 Melakukan koordinasi terkait
pelaksanaan Diklat secara
teknis dan pemantapan Jadual

kegiatan

t_ - Surat Perintah Tugas
- Data Pejabat Eselon lll

yang belum ikut

Diklatpim lll

1 Hari Berkasterverika
sidantervalidasi

b Menyiapkan administrasi surat
menyurat pelaksanaan kegiatan
Diklatpim lll

1 Hari KonsepSuratNota Dinas

Disposisi yang

berwenang

7 Melakukan Pemanggilan Calon
Peserta

Setelah daftar nama calon

peserta disetujui oleh Bupati

maka dilakukan pemanggilan

calon peserta Diklatpim

olehSekretaris Daerah yang

ditujukan kepada Kepala

OPD calon peserta diklat
terkait

-1 - Surat Pemanggilan 1 Hari SuratPanggilan

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUT

KETERANGANKEPALA
BKPSDM

SEKRETARI

AT

BIDANG
PENGADAAN,
PEMBERHEN

TIAN DAN
INFORMASI

BIDANG
PENILAIAN

KINERJA
APARATUR DAN
PENGHARGAAN

BIDANG
MI.TTASI

DAN
PROMO

sl

BIDANG
PENGEMB

ANGAN
APARATUR

BUPATI BANDIKLAT

PROV.

JAIIM

OPD
PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

I



8 Menerima usulan calon peserta

dan mengecek kelengkapan
berkas dar ipemohon

- Berkas terverikasi 1 Hari Berkas

terverikasi dan
tervalidasi

I Menyi4kan Sarana dan
Prasarana Diklat

Asrama
Kelas

Aula
RuangMakan

2Hari DisposisiKepala
BKPP

10 Menerima Calon peserta dan
memberikan briefi ng kepada
Calon peserta tentang
pelaksanaan Diklatpim lll

+ - TandaTerimaPeserta

- BukuPanduan

1 Hari Berkas

terverikasi dan

tervalidasi

Jumlah PNS yang akan
mengikutiDiklat PIM lll setiap
tahunnya disesuaikan

dengan plafon jumlah peserta

dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan ProvinsiJawaTimur,
yaitu maksimal 1 angkatan
adalah 40 orang

11 Melakukan persiapan
pelaksanaan aoara pembukaan

Diklatpim lll

+ - Ruang Aula 1 Hari Tempatacarape

mbukaan

12 Pembukaan Diklatpim lll L* - Ruang Aula 1 Hari

13

selama 92 Hari yang terbagi
menjadi 5 Tahapan (Out & ln
Class) dan penanggung jawab

bidang Akdemik adalah Badan
Diklat Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan - Kelas
- Buku Panduan

92 Hari Terbagi menjadi

5 Tahapan (Out

& ln Class) dan
penanggung
jawab bidang
Akademik
adalah Badan

Diklat Provinsi

JawaTimur

Secara garis besal jadwal

Diklat PIM lll adalah sebagai

berikut :Pembukaan,
Pemberian Materi,
Pelaksanaan Ujian, Rapat

Evaluasi Pelulusan.
Penilaian Meliputi Sikap

Perilaku 45 o/o dan Aspek

Akademis 55 %,
14 Melakukan rapat kelulusan

bersama Badan Diklat Provinsi
Jawa Timur

+
- Surat PerintahTugas
- Nota Dinas
- Nilai Peserta Diklat

1 Hari Hasil Kelulusan
Diklatpim lll

Pada saat dilaksanakan rapat
penutupan, telah ada hasil
penilaian (Sosiogram),

Sosiogram dibuat oleh Badan
Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur untuk

diserahkan kepada Bupati
sebaqai bahan pertimbangan.

15 Mempersiapkan acara
Penutupan Diklatpim lll

- Ruang Aula 1 Hari Sarana dan

Prasarana

Diklat

'16 Penutupan acara Diklatpim lll
(Pelulusan)

- Ruang Aula 1 Hari Evaluasi
kegiatan

Diklatpim lll

I



Menyerahkan Sertifikat Kepada
peserta

Y- - SertifikaU ljazah

Diklapim lll
1 Hari Sertifikat STTPL ditandatangani oleh

Kepala LAN dan Gubemur
langsung diserahkan kepada
peserta pada saat
penutupan Diklat

17
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PEIIERINTAH KABUPATEN SU]UIENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

tr35il

Nama SOP KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELAIIHAN TEKNIS

1 . Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 203-216 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1. Mengetahuitugas dan fungsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1, Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran

2. Referensi Peraturan Kepegaraian
3. Komputer/Printer

4. AlatTulis Kantor (ATK)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan PeralatanlPerlen gkapa n

Pencatatan dan Pendataan



FLOWCHART KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEiiBANGAN KOMPETENS! SUiTBER DAYA iTANUSIA KABUPATENSUMENEP

1 Perizinan penyelenggaraan

Diklat Teknis dari BKPSDM
kepada Bupati Sumenep. n I

- Surat dari Bandiklat
Prov. Jatim

1 Had Surat Sub Biiang Diklat Teknis dan
Fungsional berkoordinasi

dengan Sekretariat untuk

membuat pengusulan SK Tim
Diklat Teknis kepada Bupati,
yang sebelumnya dialukan

kepada Kepala Bdan
2 Permohonan lijn

Penyelenggaraan KepadaYth.
Bupati Sumenep. o - Surat dari Bandiklat

Prov. Jatim
- Nota Dinas

Kondisional Disposisi
BapakBupati

3 Melakukan koordinasi awal
terkait pelaksanaan dan
perentuan jadwal kegiatan
Diklat Teknis bersama
Bandiklat Provinsi Jawa Timur

-1I
I

- Surat PerintahTugas 1 Hari Berkas

terverikasi dan
tervalidasi

Sub Bklang Diklat Teknis

Fungsional melakukan
koordinasi awal kepada

Bidang Diklat Kompetensi
Teknis Bandiklat Prov, Jatim

4 Pendataan calon peserta Diklat ? -J
Data peserta sesuai
bidang Teknis yang

dikelola

3 Hari Surat

Pemanggilan

kepada calon
peserta

5 koordinasi terkait
pelaksanaan Diklat secara
teknis dan pemantapan Jadwal
kegiatan

t_

- I

Surat Perintah Tugas

Data peserta sesuai
bidang Teknis yang
dikelola

1 Hari Berkas
terverikasi dan
tervalidasi

administrasi surat
menyurat pelaksanaan kegiatan
Diklat Teknis

rI
I

Nota Dinas

Disposisi yang

beruenang

kondisional Konsep Sunat

7 CalonMelakukan
Peserta

-l
I II

- Surat Pemanggilan kondisional Surat Panggilan Setelah daflar nama calon
peserta disetujui oleh Bupati

maka dilakukan pemanggilan

calon peserta Diklat Teknis
oleh Sekretaris Daerah yang

ditujukan kepada Kepala

OPD calon peserta diklat
terkait

I usulan oalon peserta

dan mengecek kelengkapan
berkas dari pernohon 5

I

-l

- Berkas terverikasi kondisional Berkas

terverikasi dan
tervalidasi

NO KEGIATAN

PE MUTU BAKU

KETERANGANKEPALA

BI(PSDM
SEKREIARI

AT

B,PENGADAA

N,

PEMBERHEN

TIAN OAN
INFORMASI

B.PENILAIAN

KINERJA
APARATUR DAN
PENGHARGAAN

B.

MI.JTASI

DAN
PRO{rrO

B,

PENGEMB
Al'lCaAN

APARATUR

BUPATI BANDIKI.AT
PROV.
JATIM

oP0
PEMOHON

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT



I Menyi4kan Sarana dan

Prasarana Diklat JI
Asrama
Kelas

Aula
RuangMakan

2Hai Disposisi

Kepala
BKPSDM

10 Menerima Calon peserta dan
memberikan briefing kepada
Calon peserta tentang
pelaksanaar Diklat Teknis

t7II
TandaTerimaPeserta

BukuPanduan

'l Hari Berkas

terverikasi dan

tervalidasi

Jumlah PNS yang akan

mengikuti Diklat Teknis

disesuaikan dengan plafon
jumlah peserta dari Bandiklat

Prov JawaTimur, yaitu

minimal 1 angkatan adalah

40 oranq
11 Melakukan persiapan

pelaksanaan acara pembukaan

Diklat Teknis

+? - Ruang Aula 1 Hari Tempat acara
pembukaan

12 Acara Pembukaan

t_, 'I
I

- Ruang Aula 1 Hari

13 Pelaksanaan Diklat Teknis
dengan penanggung jarab
bklang Akademik adalah Bdan
Diklat Provinsi Jawa Timur

- Kelas
- Buku Panduan

7-10 Hari Secara garis besar, jadwal

Diklat Teknis adalah sebagai

berikut :Pembukaan,

Pemberian Materi,

Pelaksanaan Ujian, dan

Orientasi Lapanqan

14 Mempersiapkan acara
Penutupan Diklat Teknis

II
I

- Ruang Aula 1 Hari Sarana dan

Prasarana

Diklat

15 Acara Penutupan
+? - Ruang Aula 1 Hari

16 Menyerahkan Sertifikat Kepada
peserta

I a - SertifikaU ljazah Diklat
Teknis

1 Hari Sertifikat Sertifi kat d itandatangan i oleh

Bapak Bupati dan Bandiklat

Prov. Jatim sebagai mitra

kerja
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nama SOP KEGIATAN DIKI-AT TEKNIS NON PROGRAM

1 Undang - Undang Nomor S tahun 2014 tentang Aparatur Sipit Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 201 7 pasal 201216 tenta-ng Manajemen pegawai Negeri Sipil
1. Mengetahui mekanisme proses Diklat Teknis Non Program

1, Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2, Referensi Peraturan Kepegawaian

3. Komputer/Printer

4. Alat Tulis Kantor (ATK)



FLOWCHART DIKLAT TEKNIS NON PROGRAJII
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUIIBER DAYA UANUSIA KABUPATEN SUTUIENEP

NO KEGIATAT{

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGANKEPALA
BKPSDM

SEI(RE-
TARIS

BIDANG
PPI

BIDANG
MUTASI

DAN

PROMOS

I

BIDANG
PKAP

BIDANG
PENGEMBANGA

APARATUR

BUPATUS

EKDA

OPD

BADAN
DIKLAT
JATIiJ

PTI.I/ PTS/
LEMBAGA

TERAKRED
nAst

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

I Penawaran Diklat Non Program
dari Lembaga/Perguruan Tinggi
Negeri/Swasta fl 1. Surat Penawaran

Pelaksanaan Diklat
Teknis Non Program
dari

Lembaga/Perguruan

Tinggi Negeri/Swasta

kepada Pemerintah
Kabupaten Sumenep;

2. Brosur kelengkapan

berisi rincian jadwal

kegiatan, teknis
pelaksanaan dan
biaya keikut sertaan;

3. Form lsian Biodata
Peserta Diklat,

kondisio
nal

Disposisf/
persetujuan

Yth. Bapak

Bupati

Sumenep

LembagalPerguruan Tinggi
Negeri/Swasta rnengajukan
Penawaran tertait Diklat Teknis
Non Pmgram yang akan
dilaksanakan dengan tempat
sesuai yang ditentukan oleh
panitia pelaksana (Perguruan

Tinggl Negeri/Swasta)

2 Menerima, Verilikasi, mencalat
surat masuk, dan validasi dari
Kepala BKPSDM

I
J

c -J
- Buku Surat masuk

- Lembardisposisi
- Berkas layanan

kepegawaian

5 Menit Berkas

Layanan

terverifikasi
dan

tervalidasi

Pengecekan kelengkapan berkas
dilakukan oleh Petugas. Jika
berkas lengkap, penawaran akan
diproses lebih lanjut,

3 Disposisi Kepala BKPSDM I -1
- Penawaran Diklat

Teknis Non Prcgram
3 menit Disposisi

Kepala
BKPSDM

4 Disposisi Sekretaris BKPSDM o - Penawaran Diklat
Teknis Non Program

3 menit Disposisi

Sekretaris

BKPSDM

5 Distribusike Bidang I t Hasil disposisi Kepala
BKPSDM dan
Sekretaris BKPSDM

5 menit Berkas

dapat
diproses

1. Berkas yang lengkap akan
dicatat oleh Agendaris Bidang
di Buku Register Surat Masuk
Bidang. Kemudian diteruskan
ke Sub Bidang Diklat Teknis
Fungsional,

2, Pembuatan draft dilakukan
oleh Staf Sub Bidang Diklat
Teknis Fungsional dengan
memasukkan data penawaran



ke dalam ppgram computer

Proses

BKPSDM, Sekretaris

BKPSDM, Kepala

Bidang PA dan Kepala
Subbidang Teknis dan
Fungsional

Kepala 3 hari Berkas

diproses
1. Staf Sub Bidang Diklat Teknis

Fungsional memberikan Draft
Surat Penanraran Permintaan

Peserta Diklat Teknis dan
Fungsional dengan tujuan
Kepala OPD terkait untuk
persetujuan kepada Kasubbkl
Teknis Fungsional untuk
diperiksa dan disetujui. Jika
ada koreksi, maka akan
dikembalikan kepada Staf Sub
Bidang Teknis Fungsional

untuk diperbaiki.
2. Draft Surat Penawaran

Permintaan Peserta Diklat
Teknis dan Fungsional yang
telah dibuat, akan
diperiksa/koreksi kembali oleh
Kepala Bidang
Pengembangan Aparatur
Jika ada koreksi, maka akan
dikembalikan kepada Kasubid
Bidang Diklat Teknis
Fungsional guna dilakukan
perbaikan

3. Pemeriksaan selanjutnya
dilakukan oleh Kepala
BKPSDM. Persetujuan Kepala
Badan terhadap drafl Surat
Penawaran Permintaan

Peserta Diklat Teknis dan
Fungsional ditandai dengan
penandatanganan Surat
Pengantar atau pemberian
paraf pda Dnaft Surat
Penawaran Permintaan
Peserta Diklat Teknis dan
Fungsional. Jika ada koreksi,
akan dikembalikan kepada
Kepala Bidang
Pengembangan Aparatur
untuk dilakukan perbaikan.

4. Setelah mendapatpersetujuan
Kepala BKPSDM, Bidang
Pengembangan Aparatur
menyediakan draft penawaran
diklat teknis Non Program
yang akan diserahkan kepada
OPD terkait untuk



oalon peserta Diklat Teknis

Non Prqram

7 Penawaran Diklat Teknis Non
Program kepada OPD/ASN
terkait dibidangnya

Surat Pengantar
Penawaran Diklat
Teknis Non Program

30

menit

Biodata

Calon

Peserta

beserta

berkas

kelengka
pan

adminis

trasi

1. OPD terkait bidang teknis diklat

teknis non program akan

berinisiatif mengikuti dan atau

tidak mengikutidiklat teknis non
program yang ditawarkan
disesuaikan dengan adanya
kebutuhan diklat dimaksud

2. OPD terkait akan

menindaklanjuti dengan surat
pengantar keikut se(aan diklat

teknis non program beserta
permohonan penerbitan SPT

untuk calon peserta kepada

Kepala BKPSDM Sumenep

untuk mendapat surat
pengantar kepada BPSDM/

PTN/ PTS/ Lembaga

DenYelenqoara
8 Permohonan Keikusertaan

Calon Peserta Diklat Teknis
Non Program / Disposisi
Kepala BKPSDM

r
I

_l - Buku Sunat masuk
- Lembar disposisi
- Form Pendaftaran Ke

ikut sertaan Diklat

Teknis Non Program

5 menit

o Disposisi Sekretaris BK PSDM I- - Lembar Disposisi 3 menit

10 dan Penyelesaian
Bidang I I - Lembar Disposisi kondisio

nal

'1. Staf Sub Bidang Diklat Teknis

Fungsional menyusun Draft

Surat Kesediaan menladi

Calon Peserta Diklat Teknis

Non Program untuk
persetujuan kepada Kasubbil
Teknis Fungsional untuk

diperiksa dan disetujui. Jika

ada koreksi, maka akan

dikembalikan kepada Staf Sub

Bklang Diklat Teknis
Fungsional untuk diperbaiki.

2. Draft Surat yang telah dibuat,

akan dperiksa/koreksi kembali
oleh Kepala Bidang

Pengembangan Aparatur, Jika

ada koreksi, maka akan

dikembalikan kepada Kasub

Bidang Diklat Teknis



Fungsional guna dilakukan
perbaikan

3. Pemeriksaan selanjutnya

dilakukan oleh Kepala

BKPSDM. Persetujuan Kepala
Badan terhadap draft Surat

ditandai dengan
penandatanganan Surat
Pengantar alau pemberian

paraf pada Draft Surat, Jika

ada koreksi, akan

dikembalikan kepada Kepala

Bidang Pengembangan

Aparatur untuk dilakukan
perbaikan.

11 Pendaflaran Calon Peserta
kepada Panitia Penyelenggara

,=.ll
- Surat Pengantar kondisio

nal

Produk
yang
disahkan

oleh

beruenang

r' Setelah mendapat persetujuan

Kepala BKPSDM, Bidang

Pengembangan Aparatur
menyediakan draft Surat

Pendataan Calon Peserta
Diklat Teknis Non Pmgram ke

BPSDMU PTll/ PTS selaku
penyelenggara. Jika disetujui,

ditandai dengan pemberian

tanda tangan di kolom tanda

tangan pada Surat

Keikutsertaan Calon Peserta

Diklat Teknis Non Program
r' Staf Sub Bidang Diklat Teknis

Fungsional menoatat Surat

Penawaran dimaksud dalam

Buku Register Surat

Penawaran Permintaan Peserta

Diklat beserta calon peserta

yang akan nengikuti diklat

dimaksud
12 Laporan Hasil Kegiatan Diklat I. I -J

- Laporan Hasil Kegiatan

Diklat

kondisio

nal

Layanan

kepegawai

an
diselesaika

n

r' Peserta yang telah mengikuti

Diklat Teknis Non Program

akan melaporkan kegiatan

diklat melalui BKPSDM dengan

tembusan Yth. Bapak Bupati

Sumenep
-
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KEGTATAN DIKLATTEKNIS FUNGSIONAL DAN NON PROGRAMNama SOP

PEMERINTAH KABUPATEN SU]IiENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.

2.

3.

S2

S1

Dilt

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. AlatTulis Kantor (ATK)

Z
t,

{( ..iu!

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan PeralatanlPerlen gkapan

Peringatan Pencatdan dan Pendataan



FLOW CHART DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN NON PROGRAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PE}IGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUI'ENEP

NO KEGIATAN

PEI.AKSANA MUTU BAKU

KETERANGANKEPALA

BKPSDM
SEKRE.

TARIS

BIDANG

PENGAD

AAN,
PEMBER

HENTIAN

DAN

INFORMA

SI

BIDANG

MUTASI

DAN
PROMO

SI

BIDANG
PENILAIAN

KINERJA

APARATUR
DAN

PENGHARG

AAN

BIDANG

PENGEMBANG

AN
APARATUR

BUPATI/

BKD

REGION

AUBKN/
OPD.

SKPD
PEMOHON

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Penawaran dan
Fungsional dari
Lemb4a/Perguruan Tinggi
Negeri/Swasta

1. Surat Pengantar dari

Lembaga/Perguruan
Tinggi Negeri/Swasta

kepada Penerintah
Kabupaten Sumenep;

2. Brosur kelengkapan

berisi rincian jdwal
kegiatan, teknis
pelaksanaan dan
biaya keikut sertaan;

3. Form lsian Biodata
Peserta Diklat.

5 Menit Berkas
penawaran

Lembaga/Perguruan Tinggi
Negeri/Swasta mengajukan Penawaran

terkait Diklat Teknis dan Fungsional yang
akan dilaksanakan dengan tempat sesuai
yang ditentukan oleh panitia pelaksana

2 Menerima, Verifikasi, mencatat
surat masuk, dan validasi dari
Kepala BKPSDM

Buku Surat masuk

Lembar disposisi

Be*as layanan

kepegawaian

5 Menit Be*as
Layanan

terverifikasi dan
tervalidasi

Pengeoekan kelengkapan berkas
dilakukan oleh Petugas. Jika berkas
lengkap, penawaran akan dproses lebih

lanjut.

3 Disposisi Kepala BKPSDM I - Berkas layanan

kepegawaian

3 menit Disposisi

Kepala

BKPSDM

4 Disposisi Sekretaris BKPSDM

-1
- Berkas layanan

kepegawaian

3 menit Disposisi

Sekretaris

BKPSDM

Distribusi ke Bidang Berkas layanan

kepegawaian

Hasil disposisi Kepala
BKPSDM dan
Sekretaris BKPSDM

2 menit Be*as dapat
diproses

6 Proses penyelesaian Bklang - Berkas layanan

kepegawaian
- Hasildisposisi Kepala

BKPSDM dan

Sekretaris BKPSDM

30 menit Berkas layanan

diproses
1. Berkas yang lengkap akan dicatat oleh

Agendaris Bidang di Buku Register
Surat Masuk Bidang. Kemudian
diteruskan ke Sub Bilang Diklat
Penjenjangan dan Sertifi kasi.

2. Pembuatan draft dilakukan oleh Staf
Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan

Sertiflkasi dengan memasukkan data



penawaran ke
computer.

program

7 Produk layanan yang butuh
penyelasaian Bupati atau

Sekretaris Daerah

- Berkas layanan
kepegawaian

- HasildigosisiKepala
BKPP

- SuratPengantarKepala
BKPSDM

kondision
al

Produk yang

telah disetujui

oleh Kepala

BKPSDM,

Sekretaris
BKPSDM,

Kepala birlang
Pengembangan

Aparatur dan
Kasubil Diklat

Penjenjangan
dan Sertifikasi

Sub Bidang Diklat Penjenjangan
dan Sertifikasi memberikan Draft Surat
Penawaran Permintaan Peserta Diklat
Teknis dan Fungsional dengan tujuan
Bupati/Sekretaris Daenah untuk
persetujuan kepada Kasubbil Diklat
Penjenjangan dan Sertifikasi untuk
diperiksa dan disetujui. Jika ada
koreksi, maka akan dikembalikan
kepada Staf Sub Bidang Diklat
Penjenjangan dan Sertifikasi untuk
diperbaiki.

2. Draft Surat Penaararan Permintaan
Peserta Diklat Teknis dan Fungsional
yang telah dibuat, akan
diperiksaikoreksi kembali oleh Kepala
Birlang Pengembangan Aparatur. Jika
ada korcksi, maka akan dikembalikan
kepada Kasub Biiang Diklat
Penjenjangan dan Sertiftkasi guna
dilakukan perbaikan

3.Pemeriksaan selanjutnya dilakukan
oleh Kepala BKPSDM. Persetujuan
Kepala Badan terhadap draft Surat
Penawaran Permintaan Peserta Diklat
Teknis dan Fungsional ditandai dengan
penardatanganan Surat Pengantar
atau pemberian paraf pada Draft Surat
Penararan Permintaan Peserta Diklat
Teknis dan Fungsional. Jika ada
koreksi, akan dikembalikan kepada
Kepala Bidang Pengembangan
Aparatur untuk dilakukan perbaikan,

8 Penyenahan hasil Produk ke
Bidang

Berkas layanan
kepegawaian

Hasildisposisi
Benvenang

kondision

al
Produk yang

disahkan ohh
bervrenang

Setelah mendapat persetujuan Kepala
BKPSDM, Bidang Pengembangan
Aparatur menyediakan draft Surat
Penawaran Permintaan Peserta Diklat
Teknis dan Fungsional ke
Bupati/Sekretaris Daerah melalui
Ajudan untuk diperiksa dan disetujui
oleh Bupati/Sekretaris Daerah. Jika
disetujui, ditandai dengan pemberian
tanda tangan di kolom tanda tangan
pada Surat Penaivaran Permintaan
Peserta Diklat Teknis dan Fungsional
oleh Bupati/Sekretaris Daerah.

F--*



Penawaran Permintaan Peserla Diklat

Teknis dan Fungsional kepada OPD
terkait sesuai perihal Diklat Teknis dan

Fungsional yang telah ditandatangani

oleh Bupati/Sekretaris Daerah. Jika
ada koreksi, maka akan dikembalikan

kepada BKPSDM KS. Surnenep untuk
dilakukan perbaikan,

9 Penyenahan Prcduk Layanan
ke Pemohon

- Produk Layanan 5 menit Layanan
kepegawaian

diselesaikan

r' Setelah disetujui dan ditandatangani

oleh Bupati/Sekretaris Daerah, maka

selanjutnya dilakukan pemberian

nomor surat oleh Staf Sub Bidang
Diklat Penjenjargan dan Sertifikasi,

untuk selanjutnya dikirim kepada OPD
tujuan dilanjutkan dengan pemanggilan
peserta Diklat

10 - Produk Layanan r' Staf Sub Bidang Diklat Penjenjangan

dan Sertifikasi mencatat Surat
Penawaran dimaksud dalam Buku

Register Sunat Penawaran Permintaan

Peserta Diklat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUiTBER DAYA IIIANUSIA

1 . Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajennn Pegawai Negeri Sipil
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Nama SOP KEGIATAN DIKLAT PRAJABATAN

1.

2.

3.

4.

S2
S1

Dilt

SMA

1. Komputer/Laptop

2, Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan

PerinEatan



FLOW CHART DIKLAT PRAJABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN OAN PENGEMBAT{GAN S'MBER DAYA MAilUSIA KABUPATEI{ SUME}IEP

NO. URAIAN KEGIATAN

PEIIKSANA MUTU BAKU KETERANGAT'I

BANDIKLAT SEKRETARIS
DAERAH

KEPALA
BKPSDII

SEKRETARIS

KEPALA
BIDANG

PENGElIIBAilG
AN APARATUR

KEPALA
BIDANG

PENGADAAN,
PEMBERHENTI

AN DA]II

INFORIIASI

OPD
PEMOHON

KELENGKAPA

N
WAKTU OUTPUT

1

nama CPNS ke bidano
Pengadaan,
Pemberhentian dan
lnformasi

- Daftarnama
CPNSD

2 Menit Berkas layanan
kepegaraian

2.

ke

Prajabatan.

- Daftar nama
CPNSD

5 jam Berkas dapat
diproses

3. Lembar
persetujuan

Disposisi
Kepala
BKPSDM

4.

_l Persetujuan
Kepala
BKPSDM

5 menit Disposisi
Kepala
BKPSDM

5.

Bupati Sumenep
melaluiBKPSDM

Beftas
Permintaan
CPNSD

2 menit Berkas dapat
diproses

RSUD Dr. H.

MohAnwar



6, Mengirim surat lanjutan
dari BANDIKLAT Ke

OPD terkait

.l.-l
Lampiran Surat
BANDIKLAT

Berkas
layanan
diproses

7 OPD terkait membalas
surat dari BKPSDM
dengan menyertakan
berkas persyaratan
untuk PRAJABATAN

- Berkas
Persyaatan
PRAJABATA
N

nal benrenang

8. Bidang membuat surat
tugas CPNSD untuk
mengikuti
PRAJABATAN t-

persyaratan
Prajabatan

nal layanan
diproses

o Persetujuan Sekda

I
Surat Tugas
dari Sekda Kepala

SEKDA

10. Mengirim peserta
Diklat Prajabatan
dengan membawa
surattugas Prajabatan

__t
Persyardan
Prajabatan layanan

11 mengirim surat
permintaan daftar
nama mentor untuk
peserta Prajab via
email

- Poduk
Layanan

2 menit Layanan
kepegauaian
diselesaikan

12. Membalas surat ke
BANDIKLAT via email

- Produk
layanan

5 menit Berkas layanan
diproses

13. Mengirim surat
undangan seminar
Rancangan Akutalisasi
dan Evaluasi
AKualisasi

- Disposisiyang
berwenang

5 menit Layanan
kepegaraian
diselesaikan

K0n0rsro

Berkas

1 nan



surat untuk
OPDpara mentor

terkait

- Disposisiyang
berwenang

kondisio
nal

Berkas layanan
diproses

15. Persetujuan Kepala
BKPSDM

yang
benrenang nal diproses

16 Dikirim ke OPD terkait t__
- Disposisiyang

berwenang
Layanan
kepegauaian
diselesaikan

17, Menghim surd
pengembalian peserta
ke BKPSDM sebagai
tanda berakhirnya
Diklat Prajab via email

STTPL
Surat
Pengembalian

5 menit

1E Mengirim STTPL
(SuratTanda Tamat
Pendidikan dan
Pelatihan) Prajabatan
melaluiPT. Pos
lndonesia

1

- STTPL
- Surat

Pengembalian

19. Mengirim surat
permohonan untuk uji

kesehatan sebagai
kelengkapan
persyaratan SK PNS

yang
benrenang

20. Mengetahui kepala
BKPSDM

--

_l yang
diproses

21 DiEfrrna oleh Bidang
Pengembangan
Aparatur

L- yang
berwenang layanan

diproses

22. BKPSDM melanjut<an
pennohonan OPD
terkait untuk
permohonan uji

kesehatan ke RSUD
Dr. H,Moh.Anwar

yang
layanan

'14.
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Nama SOP KEGIATAN PEN DI DIKAN DAN PETATI HAN FUI{ GSIONAL

1. Mengetahuitugas dan fungsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

1. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaan

2. Komputer/Printer

3. AlatTulis Kantor (ATK)

lri
it

Keterkaitan



FLOW CHART KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUIIIBER DAYA MANUSIA KABUPATENSUMENEP

Sub Bitlang Diklat Teknis
Fungsional berkoordinasi
dengan Sekretariat untuk
membuat pengusulan SK Tim

Diklat Fungsional kepada
Bupati, yang sebelumnya
diaiukan kepada Kepala Badan

1 Hari Surat- Surat dari BPSDM Prov.

JatimF
Penawaran Penyelenggaraan

Diklat Fungsional. F
1

a
I

L-2 Perizinan penyelenggaraan

Diklat Fungsional dari BK PSDM

kepada Bupati Sumenep.

Kondisional
BapakBupati

- Surat dari BPSDM Prov

Jatim
- Nota Dinasi3 Permohonan lijn

Penyelerqgaraan KepdaYth.
Bupati Sumenep,

Sub Bilang Diklat Teknis
Fungsional melakukan

koordinasi awal kepada
Bidang Pengembangan
Kompetensi Fungsional dan

Kultural BPSDM Prov. Jatim

1 Berkas

terverikasi dan

tervalidasi

- Surat PerintahTugasI
4 Melakukan koordinasi awal

terkait pelaksanaan dan

penentuan jadwal kegiatan

Diklat Fungsional bersama

BPSDM Provinsi Jawa Timur

Surat
Pemanggilan
kepada calon
peserta

Data peserta sesuai

bidang Teknis yang

dikelola
_l

?..
5 Pendataan calon peserta Diklat

1 Hari

terverikasi dan

tervalidasi

- I

- Surat Tugas

- Data peserta sesuai

bUang Fungsional yang

dikelola

l_
6 Melakukan koordinasi teftait

pelaksanaan Diklat secara

teknis dan pemantapan Jadwal

kegiatan
kondisional Konsep Sunat- Nota Dinas

- Disposisiyang
beruenang

rI
I

7 Menyi4kan administrasi surat

menyurat pelaksanaan kegiatan

Diklat Fungsional

Surat Panggilan Setelah daftar nama calon
peserta disetujui oleh Bupati

maka dilakukan pemanggilan

calon pesetu Diklat

Fungsional oleh Sekretaris
Daerah yang ditujukan

-1Irl
- Surat PemanggilanI Melakukan Pemanggilan Calon

Peserta

NO KEGIATAI{ SEKRETARI
B. MTIIASI

DAN
PROMOSI

PENGEMB
ANGqN

BPSDM
PROV.

SKPO

PEMOHON
KEPALA
BXPSDM

B.PPI B.PKAP BUPATI
AT

MU

KETERANGAN
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

3 Hari



r Y kepada Kepala OPD calon
peserta diklat terkait

I Menerima usulan calon peserta
dan mengecek kelengkapan
berkas dari pemohon t

I

- Berkas terverikasi kondisional Berkas
terverikasi dan

tervalidasi

10 Menyiapkan Sarana dan
Prasarana Diklat +I

- Asrama
- Kelas
- Aula
- RuangMakan

2Hai Disposisi
Kepala

BKPSDM

11 Menerima Calon peserta dan
memberikan briefing kepada
Calon peserta tentang
pelaksanaan Diklat Fungsional

TaMaTerimaPeserta
BukuPanduan

1 Hari Be*as
terverikasi dan
tervalidasi

Jumlah PNS yang akan
mengikuti Diklat Fungsional
disesuaikan dengan plafon
jumlah peserta dari BPSDM

Prov JawaTimur, yaitu

minimal 1 angkatan adalah
40 orano

12 Melakukan persiapan
pelaksanaan acara pembukaan
Diklat Fungsional

t? - Ruang Aula 1 Hari Tempat acara
pembukaan

13 Acara Pembukaan L-? - Ruang Aula 1 Hari

Pelaksanaan Dlklat Fungsional
dengan penanggung jarvab

bidang Akademik
adalahBPSDM Provinsi Jawa
Timur

- Kelas
- Buku Panduan

7-10 Hari Secara garis besar, jadwal

Diklat Fungsional adalah

sebagai berikut : Pembukaan,
Pemberian Materi,

Pelaksanaan Ujian, dan

Orientasi Lapanqan
15 Mempersiapkan acara

Penutupan Diklat Fungsional II
I

- Ruang Aula 1 Hari Sarana dan
Prasarana

Diklat

16 Acara Penutupan
+? - Ruang Aula 1 Hari

17 Menyerahkan Sertifikat Kepada
peserta a - SertifikaU ljazah Diklat

Fungsional

1 Hari Sertifikat Sertifi kat ditandatangani oleh

Bapak Bupati dan BPSDM
Prov. Jatim sebagai mitra

kerja


